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RINGKASAN

Korupsi telah menyebabkan kemiskinan, sehingga pelaku korupsi harus dihukum
dengan membayar uang pengganti. Akibat dari tindak pidana korupsi yang terus
terjadi tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga
menghambat pertumbuhan dan pembangunan nasional yang memerlukan tingkat
efisiensi yang tinggi. Tindak pidana korupsi tentunya memiliki dampak yang
cukup signifikan Kkhususnya terhadap negara, pemerintah sudah berupaya
menanggulangi permasalahan korupsi dengan mensahkan beberapa peraturan
perundang- undangan. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat
merupakan bagian dari usaha untuk melindungi keuangan atau ekonomi negara
dari tindak pidana korupsi. UU Tipikor dibentuk dengan tujuan untuk melindungi
keuangan negara dan membangun masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Maka dari itu untuk memulihkan kerugian negara perlu aturan yang cukup efektif
dan efisien dalam pengembalian kerugian negara namun dalam sistem hukum
Indonesia, perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan yang
melibatkan pengambilan barang-barang tertentu yang diduga hasil dari tindak
pidana. Tindakan ini hanya bisa dilakukan melalui keputusan pengadilan yang
berkekuatan hukum mengikat. Adapun pidana uang pengganti dapat diganti
dengan pidana penjara apabila terdakwa tidak mampu untuk membayarnya atau
aset yang dimilikinya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti. Di
Indonesia, tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur
pidana (Convicted Based Asset Forfeiture) dan jalur perdata (Civil Forfeiture)
sesuai dengan undang-undang pemberantasan korupsi. Namun jalur pidana
membutuhkan putusan pengadilan dari pidana pokok untuk dapat melakukan
perampasan maupun penjatuhan pidana uang pengganti karena hanya merupakan
pidana tambahan dan bukanlah pidana pokok. Sehingga meski telah ada kerugian
negara namun bukti tidak mencukupi dan putusan pengadilan menyatakan
terdakwa tidak terbukti bersalah maka pidana tambahan perampasan ataupun uang
pengganti tidak dapat diterima oleh hakim. Adapun jalur perdata dalam UU
Tipikor pasal 32 ayat (2) menjelaskan bahwa putusan bebas dalam perkara tindak
pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap
keuangan negara, meski begitu jalur perdata ini hanya dapat ditempuh setelah
jalur pidana tidak berhasil.

Panjangnya proses tersebut menyebabkan tidak efektif dan efisiennya proses
untuk dilakukan perampasan tersebut dapat menyebabkan para pelaku dengan



cepat melakukan pemindahan asetnya. Banyaknya kelemahan-kelemahan dalam
UU Tipikor secara normatif begitu pun dalam hukum acaranya menyebabkan
lambat dan tidak optimalnya pengembalian kerugian negara sehingga perlu untuk
melakukan perubahan terhadap UU Tipikor dan perlunya mensahkan RUU
perampasan aset.
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ABSTRAK

Kata kunci : Pengembalian Kerugian negara, Perampasan Aset, Tindak
Pidana Korupsi

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian tesis ini mengenai bagaimana
kelemahan undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi perihal
perampasan asset dalam hal pengembalian kerugian negara dan bagaimana
memperkuat pengembalian kerugian keuangan negara dalam perampasan asset
akibat korupsi. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis mengenai
kelemahan Undang Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi perihal
perampasan asset dalam hal pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana
korupsi dan menganalisis memperkuat pengembalian kerugian keuangan negara
dalam perampasan asset akibat korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
Approach).

Hasil dari penelitian ini yaitu kelemahan kelemahan dalam UU Tipikor yang
menyebabkan tidak dapat optimalnya pengembalian kerugian keuangan negara
karena landasan perampasan aset dan uang pengganti yang dituangkan dalam
Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dalam pasal 18 ayat (1)
yang mengkategorikan perampasan sebagai suatu pidana tambahan yang
mengikuti pidana pokoknya hal ini sejalan dengan pasal 38 ayat (6) UU No. 20
Tahun 2001 menyatakan “Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari
segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.”,
tidak ada batasan atau pedoman dalam memutus besaran uang pengganti, dan
daluarsa tindak pidana korupsi yang hanya mengandalkan KUHAP. Kemudian
perlunya revisi Undang Undang Tipikor untuk mengatasi kelemahan-kelemahan
tersebut dan menguatkan pengembalian kerugian negara dengan mensahkan RUU
Perampasan aset demi pengembalian kerugian negara yang optimal.
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ABSTRACT
Keywords: State loss recovery, Asset forfeiture, Corruption crimes

The issues to be investigated in this thesis research concern the weaknesses of the
anti-corruption law regarding asset confiscation in terms of recovering state
losses, and how to strengthen the recovery of state financial losses from assets
seized due to corruption. The objective of this research is to analyze the
weaknesses of the Anti-Corruption Law concerning asset confiscation in the
context of recovering state losses due to corruption, and to examine methods to
enhance the recovery of state financial losses from asset seizures resulting from
corruption. This study employs a statutory approach and a conceptual approach.

The findings of this research reveal shortcomings in the Anti-Corruption Law that
hinder the optimal recovery of state financial losses. For instance, the basis for
asset confiscation and restitution of funds stipulated in the Anti-Corruption Law
under Article 18 paragraph (1) categorizes confiscation as an additional penalty
contingent upon the primary offense. This is consistent with Article 38 paragraph
(6) of Law No. 20 of 2001, which states that "If the defendant is acquitted or
declared free from all legal claims of the principal case, then claims for the
confiscation of assets as intended in paragraphs (1) and (2) must be rejected by
the judge." There are no clear limits or guidelines for determining the amount of
restitution, and corruption offenses may expire relying solely on the Criminal
Procedure Code (KUHAP). Therefore, there is a need to revise the Anti-
Corruption Law to address these weaknesses and strengthen the recovery of state
losses by enacting a Asset Confiscation Bill for optimal state financial recovery.
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